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Perkembangan teknologi informasi memberikan pengaruh yang sangat besar bagi upaya pembaharuan di
bidang hukum. Pembaharuan hukum terhadap perkembangan teknologi informasi ini merupakan salah satu
bentuk dari pembaharuan hukum yang futuristis. Dengan demikian, pembaharuan hukum ini tidak sgja
dilakukan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan baru (legal substance). Akan tetapi,
pembaruan terhadap penegakan hukum atas berbagai peraturan perundang-undangan yang melingkupinya
harus didukung juga dengan instrumentasi dalam penegakan hukum atau infrastruktur penegakan hukum,
yang mana dalam hal ini adalah teknologi informasi. Penerapan teknologi informasi sebagai pendukung
penegakan hukum pada sistem peradilan pidanaini, yaitu: Peradilan Elektronik (e-Court). Namun,
penerapan e-Court sebagai salah satu cara mewujudkan integrated judiciary (peradilan terintegrasi) pada
sistem peradilan pidana Indonesiatidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP), seperti: Pertama, petugas yang melaksanakan panggilan harus bertemu sendiri (inperson) dengan
orang yang dipanggil. Sedangkan di dalam praktik persidangan secara elektronik, pemanggilan dilakukan
melalui domisili elektronik; dan Kedua, keharusan sidang pengadilan dilakukan di gedung pengadilan dalam
ruang persidangan. Akan tetapi dalam persidangan elektronik, para pihak di ruang sidang yang berbeda-
beda. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan
konseptual (conceptual approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan
perbandingan (comparative approach). Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan e-Court sebagai
peradilan terintegrasi pada sistem peradilan pidana Indonesia merupakan bentuk peradilan sederhana, cepat,
dan biayaringan. Maka, e-Court perlu diatur dalam Rancangan Undang-Undang KUHAP, Undang-Undang
tentang Peradilan Umum, dan Undang-Undang Peradilan lainnya yang memerlukan mekanisme persidangan
secara elektronik.

...... The development of information technology has had a huge impact on reform efforts in the legal field.
Legal reform on the development of information technology is one form of futuristic legal reforms.
Therefore, thislegal reformis not only carried out by forming new laws and regulations (legal substance).
However, the reform of law enforcement on various laws and regulations that cover it must also be
supported by instrumentation in law enforcement or law enforcement infrastructure, which in this caseis
information technology. The application of information technology as a subsidiary for law enforcement in
this criminal court system, is called Electronic Court (e-Court). However, the application of e-Court asa
means of realizing an integrated judiciary in the Indonesia criminal court system is not known in the
Criminal Procedure Code (KUHAP), such as: First, officers who carry out summons must meet in person
(inperson) with the person on call. Meanwhile, in the practice of an electronic trial, summons are made
through an electronic domicile; and Second, the requirement to carry out court proceedings at the court
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building in the courtroom. Nevertheless, in an electronic trial, the parties in the courtroom are different. The
method used in this research is normative legal research with a conceptual approach, a statute approach and

a comparative approach. The results showed that the application of e-Court as an integrated judiciary in the

Indonesian criminal court system isaform of court that issimple, fast, and low cost. Thus, e-Court needs to
be regulated in the Draft Criminal Procedure Code, the Law on General Courts, and other Judicial Laws that
require an electronic trial mechanism.



